KETUA PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
HKORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
RORUFSI/AUBUNGAN INDUSTRIAL FALARNGHARAYA RKLAS 1A

NOMOR : 42 /KPN.W16.U1/SK/HK1.2.5/11/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI

PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGHARAYA HLAS 1A,

Menimbang:a.bahwa melaksanakan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Kl Nomor 114/DJUJ/SK.HML1.1.1/1/2024 dalam
pemberian layanan kepada scluruh pengguna
layanan di PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas
IA Derpedoman pada siandar pelayvanan yang telah
ditetapkan;

b.bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai
dengan standar vyang telah ditetapkan atau
mengalami keterlambatan maka diberikan
kompensasi kepada pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana
dimaksud dalam burul a dan bural b, periu
ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan
Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan.

Mengingat @ l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publilc;
2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97

Tahun 2014 ieniang  Penyelenggaraan  Peluyanan

Terpadu Satu Pintu;

3. Keputusan......



3. Keputusan Ketua ........

Menetapkan

KESATU

KEDUA

3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-

144 /KMA/SK/VIIT /2022 tentang Standar Pelayanan

informasi Publik di Pengadilan,

o.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan;

6.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-

144 /KMA/SK/VIIl/ 2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

T.hRepulusan  Direkiur  Jenderal Badan  Peradilan  Umearm

Mahkamah Agung Rl Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/
2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri;

8.5urat Keputusan Ketua Pengadilan  Negeri

Palangkaraya Nomor 04 /KPN.WI16.Ul/SK/HK1.2.5/1/
2020  lentang  Standar Pelayanan  Pengadilan
Pengadilan Negeri /Tindak Pidana Korupsi/
Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK

PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS [A TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN
NEGERI/ TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS LA,

Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam
pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu

Piniu {(PT3F) Pengadilan Nepern Palangkaraya Kias 1A;

: Apabila pemberian layanan tidak sesuai dengan

standar pelayanan atau waktu pelayanan vang
diberikan........



diberikan melewat........

diberikan melewati batas standar waktu yang sudah
ditetapkan pada standar pelayanan, maksa pengguna
layvanan berhak mendapatkan kompensasi atas
ketidaksesuaian tersebut:

KETIGA . Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna
layanan scbagaimana terlampir dalam Surat
Keputusan im;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
dilctapkan, dengan ketenluan apabiia dikemniudien
harn terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan : [ Palangka Raya

L A

KETUA PENGADIL
HUBUNGAN If§

SERI/TINDAK PIDA KDRUPEIm'
RIAL PALANGKARAYA 1A,




LAMPIRAN:

Ue:'lllruq-p-ﬂ Heriaa Fergrmdilan
Negen fTindak Pidana Korupsai ! Hubungan
Industrial Palangkaraya Klas 1A

Nomor: 42/ KPN.W16-U1/SK/HKL2.5/11/2026
Tanggal : 23 Februar 2026

PEMBERIAN KOMPENSAS]I KETERLAMBATAN LAYANA PADA
PELAYANAN TERPADU SATU FINTU PENGADILAN NEGEERI
PALANGKARAYA KLAS IA

A. Pemberian lavanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan vyang tidak sesual dengan
standar pciayanan, Pengadiian Negeri/ Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas A akan
memberikan kompensasi berupa :

B. Keterlambatan Pemberian Layvanan :

Walkitu Keterlambatan Kompensasi
30 s.d. 60 menit

61 s.d. 120 menit
Lehih dari 120 menit

Wl N =&

Ditetapkan di : Di Palangka Raya
Pada Tangpal : 23 Februari 2026

GERI/TINDAK PIDANA KDRUF‘SI%
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